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ABSTRAK

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah yang selanjutnya disebut dengan Hak Tappgpungan adalah Hak jaminan vang
dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mo.3
Tahun 1960 tentang dasar-Dasar Pokok Apraria, berikut atau tidak berikut benda-
benda lain vang merupakan satu kesatvan dengan tanah i, wouk pulunasan hutang
tersebut yang memberikan kedudukan vang divtamakan kepada kreditur tenentu
terhadap kreditur-kreditur lain. Selama ini pengaturan vang berkaitan dengan hak
tangeungan diatur dalam pasal 51 Undang-undang No.3 Tahun 1960 dan pengaturan
tentang Hak Tanggungan dirasa belum efekif dan maksimal pelaksanaannyva,
Dengan diundangkannva Undang-Undang Hak Tangoungan pada tanggal 9 April
1996 maka lerciptalah suatu Kodifikasi hukum taneh nasions] yang merupakan tajuan
utama Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan hal vang menjadi permasalabun
dalam pembahasan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana MNusabah  (debitur)
melakukan wanprestasi schingga pihak Bank (kreditur) dapat melaksanakan eksekus
terhadap Hak Tanggungan yang dijaminkan tersebut (2). Apa fakior-faklor yang
mempengaruhi Nasabah melakukan Wanprestasi. (3). Apa kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan tersebut dan upaya-upaya
hukum yang ditempub dalam penyelesaiannya, Untuk membahas permasalaban
tersehut di atas penulis melaksanakan penelition yuridis sosiologis vang bersifat
deskriptif’ dengan mengpunakan datz data primer dan data sekunder, eknik
pengumpulan data vang dipakai adalah studi dokumen, dan wawancara yang
dilakukan dengan pegawai Bank Nagari don KP2LN yang berwenang vakni dengan
menyusun perlanyaan yvang terstrukiur vang berhubungan dengan permasalab ini,
sedangkan penpolaban dun snalisis data dilakukan secara kustitatil, Dari hasil
penelitian maka dapat diketahui bahwa: (1), Pihak bank selaku kreditur akan
melakukan cksckusi hak anggungan dengan bantuan pikak KP2LN apabila pibiak
krediter merasa debitr tidak tidak dapat lagi memenuhi kewajiban kreditnya
tersebut di Bank, (2). Faktor-fakior vang mempengaruhi  debitur melakukan
wanprestasi adalah: (a). usaha debitur macet tonal, (b}, Debitur telah meninggal dunia
dan tidak ada vang bertangeung jawab untuk menvelesaikannya, (¢). Debitwr tidak
diketahui lapi keberadwanya. (d). Debitur tidak mempunyai penghasilan lain untuk
menyelesaikan kewajibanva. (3). Kendala-kendala yang muncul bukan saja berasal
dari pihak kreditur tetapi juga dapat berasal dari pihak debiter dan Upaya-upaya vang
dapat ditempub dalam upava penvelesaian pivtang vaity dengan upaya hukum
melalui perdamaian kedua belah pibak antara kreditor dan debitur dan upaya hukum
melalal lembapa peradilan.



BAR I

PENDAHULUAMN

A. Latar Belakang Masalah
Semakin maju perckonomian, maka semakin besar pula kebutuhan
masyarakat akan kebuuhan ckonomi. dalam hal ini kredit tidak dapat dipisabkan
dari kebutuhan masyarakat dan misalkan apabils seseorang membutulikon wnng
untuk modal usaha, maka untuk mendapatkan kredit lersehul masvarakat dapot
mendatangi dan mengajukan permohonan kepada bank untuk mendapatkan kredis
tersebut, Dalam hal ini Bank Magari adalah selaku bank pemerintah yvang dapat
memberikan kredit urmom kepada masvarakat vang membutuhkan bredit tersebut.
Untuk mendapatkan kredit tersebut maka pihak benk akan meminta
jaminan kepada masyarakal atau calon nasabahnya tersebul, jaminan tersehul
berguna untuk menjadi anggunan yvang dapal digunakan pibak bank sebagai
jaminan ztas kredit dan jaminan pelunasan piutang apabila debitur tersebut suaty
sanl melakukan wanprestasi. Salah satu yang digunakan sehapail jaminan piutang
tersebutl yaitu surat-surat tanah yang dimiliki oleh debitur, ketentuan tersebut
diatur dalam UL No. 4 Tahun 1996 tentang Hak T angpunpan Atas Tanah Beserta
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Dengan diundangkannya Undang-
Undang Hak Tanggungan {ULHT) pada Tanggal 9 April 1996 maka terciptalah
suatu kodifikasi Hukum Tanah Nasional vang merupakan tujuan utama Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), hal ini dapat kita diliha pada keteniuan Pasal 20
UL Noo 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, vaitu “Dengan

berlakunya Undang-undang ini, ketentuan mengenan Crediviverband sebagaimana



rersebul dalam Staatsblad [908-342 jo. Stumshlad 1909586 dan Staatsblad 1906-
586 sebapar vang telah diubah dengan Stpatsblad 1937-191 dan ketentuan
mengenai Fhgpothek sebagaimana tersebut dalam Buku 11 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tangrunpan
pada hak atas tanah beserta benda-henda yang berkaitan denpgan tansh dinyatakan
tidak berlaku lagi ™

Maka dapat kita libat babwa Pasal 29 terschut mencabut ketenuon vang
terdapat di dalam Diktum ke 4 U0 NOC 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasor
Pokok-Pokok Agraria, vaitu "Buku ke-IT Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia sepanjang vang mengenai bumi, air serta kekavaan  alam yang
terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai Hypotheek vang
masih berlaku pada mulai berlakunyva  Undang-undang ini”. Sehinppa hak
mngpungan menjadi satu-satunya lembaga jaminan atas tansh vang kuat dan
diharapkan dapat melindungi kepentingan semua pihak dan mampu memberikan
kepastian hukum.

Dalam UL No. 4 Tahun 1996 pada Pasal | angka | yang dimaksud Hak
Tangpungan Atas Tanah Beseria Benda-Benda vang berkaitan dengan tanah vang
selanjumya disebut dengan Hak Tanggungan Atas Tanaeh adalah; Hak jaminan
vang dibebankan pada hak ates tanah sehagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Ne, 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria, herikut atau tidak
derikut benda-henda lain vang merupakan satu kesaluan denpan tanahb itu, untuk
pelunasan hutang tersebutl vang memberikan kedudukan vang dintamakan Kepada

creditur lertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
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BAR IV

PENUTLUFP

A, KESIMPULAN
Setelah melakukan analisa terhadap sermug bahan dari data vang penulis
kumpulkan dari penelitian kepustakaan dan didukung dengan penelitian lapanpan
vang dijabarkan dalam skripsi ini, maka pada akhirnya penulis dopat mengambil
kestmpulan sebagai berikut:
| Jika melthat sebaly pihak debitur melakukan wanprestasi sehingga pihak
kreditur dapat melaksanakan cksekust terhadap hak tanggungan vang
dijaminkannya tersebul, dafam bal tersehut pihak kreditur baru akan
melaksanakan eksekusi apabila pibak kreditor merasa debivor tidak dapat
lagi memenuhi kewsjiban kreditnya fersebut di bank. Maka dalam
pelaksanamn eksekusi obiek jaminan tersebut pihak bank bekerjosama
dengan pihak KP2LN dalam melaksanakan eksekusi terhadap objck
Jaminan hak jaminan terschut.
2, Faktor-faktor vang mempengaruhi debitue melakukan wanprestasi adalah:
a.  Lsaba debiter macer 1otal;
b, Diehitur telah meninggal dunia dan tidak ada vang bertanggung jawah
untuk menyelesaikan kewajihannya:

¢, Debitur tibak diketahui lagi keberadaannya atau domisilinya;
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